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Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang besar sehingga  
digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban 
yang dapat dipaksakan penagihannya. Salah satu jenis pajak yang 
penerimaannya cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan 
bermotor merupakan jenis pajak provinsi yang mana dalam pelaksanaan 
pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT 
Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat ini melibatkan tiga instansi 
pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. 
(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Namun, dalam proses pemungutan 
pajak kendaraan bermotor saat  ini masih belum optimal karena masih kurangnya 
kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Mengingat jumlah 
kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga dalam pemungutan 
pajak kendaraan bermotor harus lebih diefektivkan lagi terutama dalam 
penagihan pajak kendaraan bermotor.  
 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui efektivitas 
pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat polewali 
mandar. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif kualitatif  yaitu 
memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait 
keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. 
 
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan efektivitas pemungutan 
pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar Provinsi 
Sulawesi Barat sudah efektif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor . 
Walaupun, masih banyak kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya 
kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu yang mengakibatkan 
banyaknya wajib pajak yang menunggak. Namun, dalam  proses prosedur 
pembayaran pajak sudah bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama 
dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor. 
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Tax is the big source of nation’s income so that it is used to execute 
development for all of the people of Indonesia. Tax is levied from citizens of 
Indonesia and become one of the duties of citizens which its collection can be 
forced. One of the type of tax is that brings big income is vehicle tax. Vehicle tax 
is provincial tax which the collection is executed in shared office : One Roof 
System Office West Sulawesi Province. This shared office units involving three 
government agencies, that are, Regional Department of Revenue, the Police of 
Republic of Indonesia and public company : PT (Persero) Insurance Jasa 
Raharja.. Yet, in the process of collecting the vehicle tax is not fully optimum 
because of the ignorant of citizens to pay the tax on time. Given the ever-
increasing number of vehicles each year so that in tax collection there must be 
more effectiveness especially in vehicle tax collection 
 
Generally this research aiming to know the effectiveness of vehicle tax 
collection in Shared Office : One Roof System Office located in Polewali Mandar. 
This research use descriptive research method that objectively give the correct 
description or explanation related to the real condition of the research object. The 
data collection techniques that is used are interview and observation 
 
in shared office : One Roof System Office in Polewali Mandar West 
Sulawesi Province is already effective in vehicle tax collection. Although, there 
are still many obstacles were encountered. One of it is the lack of awareness of 
the citizens to pay the tax on time which result in taxpayers pile up the vehicle tax 
payments. But, in payment procedure of vehicle tax is  already good because it 
does not take a long time in vehicle tax payment matter. 
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I.1 Latar Belakang 
Di era gobalisasi yang terjadi saat ini, banyak di tandai berbagai 
perkembangan dan perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut dapat 
mempengaruhi proses pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. 
Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 
rakyat yang tertuang  dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk 
memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang dilakukan di 
daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional.  
 Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan 
pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya 
alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik 
yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Dengan 
pembangunan yang semakin meningkat diperlukan dana yang tidak sedikit 
jumlahnya. Pembangunan yang dilakukan di daerah menggunakan sumber 
pembiayaan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah masing-masing yang 
tertuang dalam  Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 . 
Sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  tentang Otonomi 
Daerah yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 
maka sebagian besar kewenangan yang sebelumnya berada di pemerintah 
pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom 
dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki. Hal ini juga dikemukakan oleh Mubyarto 
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(Ratminto&atik, 2005:18) bahwa pada hakikatnya otonomi daerah adalah 
penyerahan wewenang segala urusan pemerintah ke kabupaten/kota, sehingga 
diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat.  
Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi 
dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan 
meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap 
kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Sehingga, 
setiap daerah diharapkan mampu mengelola potensi daerahnya sendiri karena 
potensi disetiap daerah berbeda satu sama yang lain, oleh karena itu pemerintah 
daerah harus dapat menentukan langkah-langkah strategis guna 
mengembangkan dan meningkatkan usaha disektor potensial bagi daerahnya 
dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta meciptakan lapangan kerja 
baru bagi masyarakatnya.  
Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, peranan 
pemerintah daerah sangat dominan sehingga perlu pengaturan keuangan daerah 
yang baik. Untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah 
diharapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal. Sehingga 
dapat meminimalisasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam 
pelaksanaan otonomi daerah, sumber pendapatan daerah yang paling banyak 
diterima yaitu pajak.  
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang besar 
sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu 
kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Menurut Prof. Dr. Rochmat 
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Soemitro, SH dalam Mardiasmo (revisi 2011: 1) pajak merupakan iuran rakyat 
kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrak-prestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum. Sedangkan Prof.Dr.PJA. Adriani (H. Bohari, 2012:23) pajak adalah iuran 
pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, 
yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran – pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah 
Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibedakan menjadi  2 yaitu 
pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut 
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, 
sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
untuk membiayai pembangunan daerah.  
Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan 
disamping pajak pemerintah pusat. Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak 
mulai dari pajak provinsi hingga pajak kabupaten/kota. Pemungutan pajak 
daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah . Jenis pajak daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 
1. Jenis Pajak Provinsi  
a. Pajak Kendaraan Bermotor; 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
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d. Pajak Air Permukaan; dan 
e. Pajak Rokok. 
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota 
a. Pajak Hotel,  
b. Pajak Restoran,  
c. Pajak Hiburan,  
d. Pajak Reklame,  
e. Pajak Penerangan Jalan,  
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,  
g. Pajak Parkir,  
h. Pajak Air Tanah,  
i. Pajak Sarang Burung Walet,  
j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan  
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber 
pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang 
telah diatur di Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 defenisi 
pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:  
“Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau 
penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua 
kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua 
jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor 
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber 
daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 
bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam 
operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”   
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Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor 
di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dapat dilihat dari 
banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari 
pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka tidak hanya itu 
banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga 
pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan 
pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan karena begitu mudahnya 
masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang 
mereka inginkan karena adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada 
masyarakat .Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya efektivitas dalam 
pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan penghasilan asli 
daerah dalam membantu pembagunan daerah. 
Begitu pula halnya di Kabupaten Polewali Mandar  yang merupakan salah 
satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat  yang diberi kewenangan untuk 
memungut Pajak Kendaraan Bermotor sendiri. Pajak kendaraan bermotor 
merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten 
diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri 
yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak 
kendaraan bermotor disetiap kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Barat.  
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan  Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah untuk 
jenis pungutan pajak kendaraan bermotor. Dalam pemungutan pajak kendaraan 
bermotor itu sendiri pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mengeluarkan 
peraturan untuk besaran tarif yang dikenakan untuk memungut pajak kendaraan 
bermotor dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 
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2010 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor 
Dalam Pasal 7, sebagai berikut: 
1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut : 
a. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebesar 1,5% (satu koma 
lima persen). 
b.  Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2.5 % (dua 
koma lima persen). 
c. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 3.5 % (tiga 
koma lima persen). 
d. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 4.5 % 
(empat koma lima persen) 
e. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya 
sebesar 5.5 % (lima koma lima persen) 
2. Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d dan huruf e, dikenakan pada kendaraan bermotor milik 
orang pribadi. 
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum sebesar 1 % (satu persen). 
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Ambulans sebesar 0.5 % (nol koma 
lima persen). 
5. Tarif pajak kendaraan bermotor pemadam kebakaran sebesar 0.5 % 
(nol koma lima persen). 
6. Tarif pajak kendaraan bermotor sosial keagaaan , lembaga sosial dan 
keagamaan sebesar 0.5 % (nol koma lima persen). 
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7. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pemerintah pusat/pemerintah daerah 
provinsi, kabupaten/kota/TNI/ POLRI sebesar 0.5 % (nol koma lima 
persen). 
8. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 
ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).  
Kemudian untuk pengalokasian dananya ke APBD yang diatur dalam  
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pajak 
Daerah untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam pasal 10 yaitu 
Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh 
persen) termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan 
untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan 
sarana transportasi umum. 
Sedangkan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor itu 
sendiri dipungut melalui kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu 
Atap (SAMSAT). Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 
yang diselenggarakan oleh unit pelayanan Kantor Bersama SAMSAT ini 
melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi 
Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dalam 
proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan 
Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam 
pengeluaran STNK, pembayaran Pajak, BBNKB (Bea Balik Nomor Kendaraan 
Bermotor) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 
(SWDKLLJ) semuanya dilakukan dalam satu atap sehingga masyarakat mudah 
dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 
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Namun, dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor saat  ini 
masih belum optimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam 
pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu dapat disebabkan oleh 
banyak faktor antara lain seperti kurang giatnya aparat dalam melakukan 
penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, 
selain dari itu banyak wajib pajak yang berdomisili jauh dari kantor samsat 
sehingga sulit untuk menjangkau tempat tersebut. Mengingat jumlah kendaraan 
yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga dalam pemungutan pajak 
kendaraan bermotor harus lebih diefektivkan lagi terutama dalam penagihan 
pajak kendaraan bermotor.  
Target Pajak kendaraan bermotor Kantor Bersama Samsat Polewali 
mandar 4 tahun terakhir yaitu untuk tahun 2011 memiliki target Rp. 
9,253,884,150,-. Untuk tahun 2012 memiliki target yang sama yaitu 
Rp.10,300,928,929,-  untuk tahun 2013 memiliki target yang sama yaitu Rp. 
10,300,928,929,- dan tahun 2014 Kantor Bersama Samsat Polewali memiliki 
target Rp. 11,497,305,477. Berikut ini tabel target dan realisasi pajak kendaraan 
bermotor di kantor bersama samsat polewali mandar: 
Tabel 1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
(Sumber: Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar) 
 
Tahun Target Penerimaan Realisasi Persen (%) 
2011 Rp. 9,253,884,150 Rp. 8,397,119,994 91% 
2012 Rp. 10,300,928,929 Rp. 9,410,311,683 91% 
2013 Rp. 10,300,928,929 Rp. 7,230,313,279 70% 
2014 Rp. 11,497,305,477 Rp. 11,713,750,326 102% 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengajukan 
judul “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor 
Bersama Samsat Polewali Mandar.” 
I.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui 
bagaimana efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama 
Samsat Polewali Mandar . 
I.3 Tujuan  Penellitian 
Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak 
kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar . 
I.4 Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 
sebagai berikut : 
1.  Akademis 
Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan 
acuan untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai 
bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti  maupun pihak lain 
mengenai efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor 
Bersama Samsat Polewali Mandar. 
2. Praktis  
Dalam penelitian  ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan 
atau masukan  bagi Kantor Bersama Samsat polewali mandar dalam 








II.1.1 Pengertian  
Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf 
tercapainya hasil dalam sebuah organisasi. Efektivitas merupakan suatu konsep 
yang sangat penting dalam teori organisasi, karena konsep efektivitas mampu 
memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian 
tujuannya. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan menurut kamus ilmiah 
populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna 
atau menunjang tujuan. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya 
yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat 
apakah suatu kegiatan atau program telah mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan.  
Menurut Martani dan Lubis (1987:54)  mengemukakan bahwa Efektivitas 
merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena 
mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam 
mencapai sasarannya. Sasaran yang didefinisikan yaitu keadaan atau kondisi 
yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Sedangkan menurut Goodman dan 
Pennings (Hendyat Soetopo, 2010:51-52), efektifitas adalah satu konstruksi 
organisasi yang tergambarkan sangat dalam yang relevan dengan semua 
anggota dalam kehidupan organisasi. 
11 
 
Menurut Siagian (Adam Ibrahim, 2010:175), memberikan pengertian 
tentang efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan yaitu: 
penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah 
pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan 
bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. 
Jika dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah (pelaksanaan 
pembangunan), efektivitas yang hendak dicapai orientasinya lebih tertuju pada 
pengeluaran (output) bila dibandingkan dengan penggunaan masukan (input).  
Pendapat  ini sesuai dengan penjelasan Saxena dalam buku Teori,Perilaku 
dan Budaya Organisasi (2010:176), yaitu: Efektivitas adalah suatu ukuran yang 
menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin 
besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini 
orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak 
menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak 
mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas. 
Dalam kenyataannya, sulit sekali memperinci apa yang dimaksud dengan 
konsep efektivitas dalam suatu organisasi. Pengertian efektivitas dalam suatu 
organisasi mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, bergantung 
pada kerangka acuan yang dipakainya. Bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, 
efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja 
(Steers,1996:24). Berdasarkan pendapat Steers mengatakan bahwa organisasi 
merupakan suatu kesatuan yang kompleks yang berusah untuk mengalokasikan 
sumber dayanya secara rasional demi tercapainya tujuan. Dalam meneliti 
efektivitas suatu organisasi sumber daya manusia dan perilaku manusia muncul 
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sebagai pusat perhatian dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas harus 
selalu dimulai dengan meneliti perilaku di tempat kerja. 
Richard M. Steers mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang terbaik 
untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga 
buah konsep yang saling berhubungan yaitu: 
1. Paham mengenai optimasi tujuan: efektivitas dinilai menurut ukuran 
seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak 
dicapai; 
2. Perspektif sistematika: tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi; 
3.  Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi: 
bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat 
menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi (Steers, 
1996:26-30s). 
Orientasi dalam penelitian tentang efektivitas sebagian besar dan sedikit 
banyak pada akhirnya bertumpu pada pencapaian tujuan. Efektivitas dalam 
kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang 
menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sumaryadi (2005:105) 
berpendapat dalam bukunya ”Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi 
Daerah” bahwa: Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat 
sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya 
dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. 
 Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian 
tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah 
seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan 
keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu 
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pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat 
dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain. 
Pengukuran efektivitas dapat dipandang dalam kaitan dengan kondisi-
kondisi masyarakat, melayanai pemenuhan, kepuasan klien, dan dampak yang 
tidak diharapkan. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah lebih menuju pada 
hasil keluarannya (efektif), bukan pada seberapa besar biaya yang harus 
dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan penekanan pada tujuan 
daro pencapaian program atau kegiatan, maka tidak sedikit kegiatan pemerintah 
dapat dikatakan tidak memenuhi, namun efektif. Dari pengertian beberapa ahli 
diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas yaitu seberapa jauh tercapainya 
suatu target yang telah ditentukan sebelumnya.  
II.1.2 Perspektif Terhadap Efektivitas 
Menurut John Suprihanto (2003:16) perspektif efektivitas dapat 
diidentifikasi menjadi efektivitas individu, kelompok, dan organisasi seperti yang 





Gambar 2.1 perspektif efektivitas 
Gambar 2.1 menunjukkan bahwa efektivitas kelompok lebih tinggi 









efektivitas organisasi adalah lebih tinggi dibandingkan dengan penjumlahan 
efektivitas kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi organisasi adalah lebih 
tinggi dibandingkan dengan penjumlahan prestasi bagian – bagian yang ada 
dalam organisasi. 
II.1.3 Penyebab Efektivitas 
Ada tiga faktor penyebab efektivitas, yaitu individu, kelompok, dan 







     
 
 






























II.I.4 Pendekatan Efektivitas 
Untuk menilai apakah sebuah organisasi itu efektif atau tidak, terdapat 
banyak cara atau pendapat, antara lain yang mengatakan bahwa sutau 
organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan 
organisasi itu tercapai dengan baik atau tidak. Teori yang paling sederhana ialah 
teori yang berpendapat bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi 
organisasi secara keseluruhan, pandangan yang juga penting adalah teori yang 
menghubungkan tingkat kepuasan para anggotanya. Menurut teori ini suatu 
organisasi dikatakan efektif bila para anggotanya merasa puas . Akhir-akhir ini 
berkembang suatu teori atas pandangan yang lebih komprehensif dan paling 
umum dipergunakan dalam membahas persoalan efektivitas organisasi adalah 
kriteria flexibility, productivity dan satisfaction.  
Pandangan beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat digunakan 
dalam mengukur efektivitas suatu organisasi antara lain: 
1. Gibson, donnely dan ivancevich (1997:27-29) mengemukakan bahwa 
pendekatan untuk mengukur efektifitas adalah pendekatan tujuan dan 
pendekatan sistem. 
2. Robbins (1994:58) membagi kedalam empat pendekatan dalam 
mengukur efektifitas organisasi, yaitu: pendekatan pencapaian tujuan, 
pendekatan sistem, pendekatan konstituensi-strategis, dan pendekatan 
nilai-nilai bersaing. 
Berikut ini akan diuraikan secara rinci keempat pendekatan dalam 
mengukur efektivitas organisasi, yaitu: 
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a) Pendekatan Pencapaian Tujuan ( The Goal Attainment Approach ) 
Organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional, dan 
atas dasar tujuan tertentu. Dalam pendekatan tujuan ini, ketika 
organisasi itu telah mencapai tujuan yang diharapkannya, maka dapat 
dikatakan bahwa organisasi itu telah efektif. Namun demikian, agar 
pencapaian tujuan bisa menjadi ukuran yang sah dalam mengukur 
kefentifan organisasi, asumsi-asumsi lain juga harus sah. Pertama, 
organisasi harus mempunyai tujuan-tujuan akhir. Kedua, tujuan-tujuan 
tersebut harus didentifikasi dan ditetapkan dengan baik agar dapat 
dimengerti. Ketiga, tujuan-tujuan tersebut harus sedikit saja agar mudah 
dikelola. Keempat, harus ada konsensus atau kesepakatan umum 
mengenai tujuan-tujuan tersebut. Akhirnya, kemajuan ke arah tujuan-
tujuan tersebut harus dapat diukur (measurable) 
b) Pendekatan Sistem ( The System Approach ) 
Pada dasarnya organisasi bekerja dalam sebuah kerangka kerja sistem. 
Organisasi memperoleh masukan (input), melakukan proses 
transformasi, dan menghasilkan keluaran (output). Pendekatan ini tidak 
hanya menekankan pada tujuan akhir sebuah organisasi, karena ukuran 
seperti itu tidaklah sempurna. Sebuah organisasi dikatakan efektif jika 
organisasi tersebut mampu untuk memperoleh masukan, memproses 
masukan tersebut, dan menyalurkan keluarannya, dan mempertahankan 
stabilitas keseimbangan dari sistem tersebut. Jadi, pendekatan sistem 
berfokus bukan pada tujuan akhir tertentu, tetapi pada cara yang di 
butuhkan untuk pencapaian tujuan akhir itu. Dengan demikian, maka 
17 
 
pendekatan sistem ini menekankan pada kelangsungan hidup 
organisasi untuk jangka waktu yang panjang. 
c) Pendekatan Konstituensi-Strategis ( The Strategic-Constituencies ) 
Dalam pendekatan ini, organisasi dikatakan efektif apabila dapat 
memenuhi tuntutan dari konstituensi yang terdapat di dalam lingkungan 
organisasi tersebut yaitu konstituensi yang menjadi pendukukng 
kelanjutan eksistensi organisasi tersebut. Pendekatan ini sama dengan 
pendekatan sistem, tetapi penekanannya berbeda. Keduanya 
memperhitungkan adanya saling ketergantungan, tetapi pandangan 
konstituensi-strategis tidak memperhatikan semua lingkungan 
organisasi. Pandangan ini hanya memenuhi tututan dari hal-hal di dalam 
lingkungan  yang dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi, 
seperti pemilik, karyawan, dan pelanggan. Masing-masing konstituen 
tersebut mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Pemilik 
berkeinginan untuk memperoleh return on investment yang tinggi, 
karyawan akan menginginkan kompensasi yang memadai, pelanggan 
menginginkan kemampuan membayar hutang, demikian juga dengan 
pihak-pihak lainnya akan mempunyai keinginan yang unik. 
d) Pendekatan Nilai-nilai Bersaing ( The Competing-Value Approach) 
Pendekatan ini menawarkan suatu kerangka yang lebih integratif dan 
lebih variatif, karena kriteria yang dipilih dan digunakan tergantung pada 
posisi dan kepentingan masing-masing dalam suatu organisasi. 
Sehubungan dengan tingkat variatif yang relatif tinggi, maka terdapat 
tiga perangkat dasar nilai-nilai, yaitu:  1) fleksibilitas versus 
pengendalian, 2) manusia versus organisasi, 3) proses versus tujuan 
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akhir. Berdasarkan tiga perangkat dasar tersebut dapat digambarkan 
empat model nilai-nilai efektivitas , yaitu human rational model, open 
system model, rational goal model dan internal process model.  
Sedangkan Martani dan Hari Lubis (1987:55) mengungkapkan tiga 
pendekatan mengenai efektivitas yaitu:  
1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas 
dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi 
untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai 
dengan kebutuhan organisasi.  
2.  Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh 
mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses 
internal atau mekanisme organisasi.  
3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada 
output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) 
yang sesuai dengan rencana.  
Dari ketiga pendekatan tersebut dapat dikemukakan bahwa efektivitas 
organisasi merupakan suatu konsep yang mampu memberikan gambaran 
tentang keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. Seiring 
dengan hal tersebut Adam I Indrawijaya (1989:226) mengemukakan pula bahwa 
untuk menilai efektivitas suatu organisasi ada 3 (tiga) teori yang dikemukakan :  
1. Efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara 
keseluruhan. Menurut pandangan ini efektivitas organisasi dapat diukur 
berdasarkan berapa besar hasil/keuntungan yang didapatkan oleh 
organisasi tersebut;  
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2. Efektivitas organisasi dihubungkan dengan tingkat kepuasan anggota 
organisasi; 
3.  Efektivitas organisasi mencakup aspek intern organisasi dan ekstern 
organisasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 
perubahan keadaan sekeliling.  
Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa efektivitas adalah suatu 
konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan suatu 
organisasi yang dapat diwujudkan dengan memperhatikan faktor biaya, tenaga, 
waktu, sarana dan prasarana serta tetap memperhatikan resiko dan keadaan  
yang dihadapi.  
II.2 Pengertian pajak 
Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara 
(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan 
terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali 
(kontra prestasi/balas jasa) secara langsung,yang hasilnya digunakan untuk 
membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan. 
Menurut Soeparman Soemahamidjaja (Muhammad Djafar Saidi : 2007) 
mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang 
dipungut oleh penguasa berdarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya 
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 
umum. Sedangkan Prof.Dr.PJA. Adriani (H. Bohari, 2012:23) pajak adalah iuran 
pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, 
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yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran – pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah. 
Menurut Prof.Dr.MJH. Smeeths (H.Bohari, 2012:23) memberikan defenisi 
pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma -norma umum, 
dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat 
ditunjukkan dalam hal individu, maksudnya adalah membiayai pengeluaran 
pemerintah. 
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (revisi 2011: 1) pajak 
merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrak-prestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum.  
Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur: 
1. Iuran dari rakyat kepada negara 
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa 
uang (bukan barang). 
2. Berdasrkan Undang-Undang  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang 
serta aturan pelaksanaannya. 
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 
adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
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4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – 
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  
II.2.1 Fungsi pajak 
Menurut Mardiasmo dalam  buku Perpajakan (revisi 2011 : 1-2) ada 2 
fungsi pajak  yaitu: 
a. Fungsi Anggaran (Budgeter) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi 
pemerintah utuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
b. Fungsi Mengatur (Regulated) yaitu pajak sebagai alat untuk 
mengatur/melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pusat dalam bidang 
sosial dan ekonomi.  
II.2.2 Syarat Pemungutan Pajak 
Menurut mardiasmo dalam buku perpajakan (revisi 2011:2) pemungutan 
pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum,yakni mencapai keadilan, Undanng-
Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 
Perundang-Undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum 
dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 
Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi 
wajib pajak untuk menngajukan keberatan, penundaan dalam 
pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan 
pajak. 
2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) 
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Di indonesia pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
negara maupun warganya. 
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat. 
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya 
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan 
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
II.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak   
1. Stelsel pajak 
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasrkan 3 stelsel: 
a. Stelsel nyata  riel stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 
pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 
Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. 
Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. 
Sedangkan kelemahnnya adalah pajak baru dapat dikenakan pada 
akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui) 
b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 
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Pengenaan pajak didasarkan pada sutau anggapan yang diatur oleh 
Undang-Undang. Misalnya , penghasilan suatu tahun dianggap sama 
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak  sudah 
dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 
berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan  
kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada 
keadaan yang sesungguhnya. 
c. Stelsel campuran 
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 
suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 
disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya 
pajak menurut kenytaan lebih besar dari pada pajak menurut 
anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika 
lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 
II.2.4 Asas Pemungutan Pajak  
Menurut W.J De Langen seorang ahli pajak kebangsaan belanda 
(H.Bohari, 2012:42) meyebutkan ada 7 (tujuh) asas pokok perpajakkan, sebagai 
berikut :  
1. Asas kesamaan  
Seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak 
yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak. 
2.  Asas daya pikul 
Suatu  asa yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya 
terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya 
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tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang pendapatannya rendah 
dikenakan pajak yang rendah dan pendapatannya dibawah basic need 
dibebaskan dari pajak. 
3.  Asas kuntungan istimewa 
Seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya 
dikenakn pajak istimewa pula. 
4. Asas manfaat 
Pengenaan pajak oleh pemrintah didasarkan atas alasan bahwa 
masyarakat menerima manfaat barang-barang jasa yang disediakan 
oleh pemerintah. 
5. Asas kesejahteraan 
Suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah 
yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang – barang 
dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan – 
pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi 
sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
6. Asas keringanan beban 
Asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan 
beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran 
berwarga negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban 
tersebut sekecil – kecilnya. 
7. Asas keseimbangan 
Asas ini menyatakan bahwa dalam melaksankan berbagai asas tersebut 
yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu 
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diusahkan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, 
perasaan keadilan dan kepastian hukum. 
II.2.5 Sistem Pemungutan Pajak  
Menurut mardiasmo ( 2011:7 ), sitem pemungutan pajak dibagi menjadi : 
a. Official Assesment System  adalah suatu sistem pemungutan yang 
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri – cirinya : 
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus 
2. Wajib pajak bersifat pasif 
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus 
b.  Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak 
yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan 
sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri – cirinya : 
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
wajib pajak sendiri. 
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang 
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
c.  With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan 
wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 
yang terutang oleh wajib pajak. 
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Ciri – cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang 
ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib 
pajak. 
II.2.6 Pengelompokkan Pajak  
1. Menurut golongannya 
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. 
Contoh: pajak penghasilan 
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh: pajak pertambahan nilai 
2. Menurut sifatnya 
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
Contoh: pajak penghasilan 
b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
Contoh:  pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 
mewah 
3. Menurut lembaga pemungutnya 
a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara 
Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak 
penjualan atas barang mewah, dan bea materai 
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b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah 
terdiri atas: 
1. Pajak provinsi: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar 
kendaraan bermotor 
2. Pajak kabupaten/kota: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak 
hiburan 
II.2.7 Teori Pemungutan Pajak  
Menurut H. Bohari (2012:36), ada 5 teori yang menjadi landasan 
pemungutan pajak, sebagai berikut : 
1. Teori asuransi  
Menurut teori ini, negara dalam melaksanakan tugasnya/fungsinya, 
mencakup pula tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda 
perseorangan.  
2. Teori kepentingan 
Menurut teori ini, pajak itu mempunyai hubungan dengan kepentingan 
individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. 
3. Teori kewajiban pajak mutlak  (teori pengorbanan) 
Teori ini berpangkal tolak dari ajaran organik kenegaraan (organische 
staatsleer) dan berpendirian bahwa tanpa negara maka individu tidak 
mungkin bisa hidup bebas berusaha dalam negara. Oleh karena itu, 
negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. 
4. Teori gaya beli 
Teori ini mengajarkan bahwa fungsi pemungutan pajak, jika dipandang 
sebagai gejala dalam masyarakat disamakn dengan POMPA, yaitu 
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mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah 
tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat 
dengan tujuan untuk memelihara hidup masyarakat atau untuk 
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 
5. Teori gaya pikul 
Teori ini mengajarkan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan 
kekuatan membayar dari si wajib pajak (individu) . Tekanan semua 
pajak-pajak harus sesuai dengan gaya pikul si wajib pajak dengan 
memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga 
pengeluaran belanja wajib pajak.  
II.2.8 Hambatan Pemungutan Pajak 
Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:  
1. Perlawanan pasif 
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan 
antara lain: 
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan 
baik 
2. Perlawanan aktif  
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 
langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghidari 
pajak. Bentuknya antara lain: 
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a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 
melanggar Undang-Undang. 
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara 
melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak) 
II.3 Administrasi Perpajakan 
II.3.1 Pengertian  
Menurut Liberti Pandiangan administrasi perpajakan adalah kegiatan 
penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam 
organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. 
Sedangkan menurut Enskiklopedia perpajakan Sophar Lumbantoruan 
administrasi perpajakan (Tax Administration) ialah cara-cara atau prosedur 
pengenaan dan pemungutan pajak. Kegiatan administrasi perpajakan pada 
dasarnya tidak hanya dilakukan oleh pegawai yang khusus mengelola pajak 
(misalnya, oleh tax manager, tax supervisor, tax staff, dan lainnya), melainkan 
juga oleh seluruh anggota yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas serta 
fungsinya sepanjang ada kaitannya dengan pajak. 
Kegiatan penatausahaan dilakukan terhadap semua tugas, fungsi, dan 
tanggung jawab yang berkaitan dengan pajak, mulai dari pencatatan, 
penggolongan, penyediaan informasi, pendistribusian, pengambilan 
keputusan/kebijakan, pengarahan, penyimpanan, dan lainnya. Sedangkan 
kegiatan pelayanan menyangkut berjalannya fungsi koordinasi dan kerjasama 
antar unit yang ada serta orang yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas 
dan fungsinya demi terlaksananya hak serta kewajiban perpajakan dengan baik. 
Menurut Carlos A. Silvani (1992) seperti dikutip Gunadi, administrasi pajak 
dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah: 
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1.  Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers). 
Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan 
mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar 
sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah 
memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Penambahan jumlah 
Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan 
pajak. Penerapan sanksi yang tegas perlu diberikan terhadap mereka 
yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak padahal sebenarnya 
potensial untuk itu. 
2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 
Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan 
Surat Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga stop filing taxpayers, 
misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui 
sebab-sebab tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) 
tersebut. Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah 
tenaga pemeriksa. 
3. Penyelundup pajak (tax evaders) 
Penyelundup pajak (tax evaders) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan 
pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-
undangan. Keberhasilan sistem self assessment yang memberi 
kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang 
terutang, sangat tergantung dari kejujuran Wajib Pajak. Tidak mudah 
untuk mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan penyelundupan pajak 
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atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan 
seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan. 
4. Penunggak pajak (delinquent tax pavers). 
Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya 
pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan 
penagihan secara intensif. 
Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-
masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat 
dikatakan baik sehingga Tax ratio akan meningkat. 
II.3.2 Tujuan Administrasi Perpajakan 
Pengelolaan administrasi yang baik, akurat dan benar di bidang perpajakan 
sangat dibutuhkan setiap organisasi, karena akan membantu dalam rangka 
mencapai tujuannyas secara efektif, efisien, produktif, dan optimal di bidang 
perpajakan, yaitu pembayaran pajak yang minimal namun sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Tujuan administrasi perpajakan adalah dalalm rangka : 
1. Tersediannya dokumen terkait perpajakan 
2. Tersedianya data dan informasi mengenai perpajakan 
3. Sarana untuk menciptakan dan menjalin kerja sama antar unit 
organisasi serta antar sesama personalia, terutama menyangkut pajak 
4. Melakukan pembimbingan, pengelolaan, dan pengawasan, terutama 
menyangkut pajak 
5. Pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama menyangkut pajak 
II.3.3 Kegunaan Administrasi Perpajakan 
Dengan terlaksana dan tersedianya administrasi perpajakan yang baik, 
akurat, dan benar, akan terealisasi kegunaan atau manfaat bagi organisasi yaitu: 
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1. Dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan mudah, baik, dan 
benar serta tepat waktu sesuai ketentuan Perundang-Undangan 
perpajakan 
2. Dapat dengan mudah mengajukan dan memperoleh hak perpajakan dari 
DJP 
3. Efektif dan efisien dalam pengelolaan pajak 
4. Terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi 
maupun sanksi pidana 
5. Dapat mengajukan permohonan ke DJP untuk memperoleh status 
sebagai WP patuh 
II.3.4 Unsur – Unsur Administrasi Perpajakan 
Dilihat dari kegiatan yang harus dilakukan dalam pengelolaan perpajakan, 
berdasarkan penelitian dan penelahaan dalam buku administrasi perpajakan 
(Liberti, 2014:45) terdapat 7 unsur pokok dalam administrasi perpajakan yaitu 
menyangkut : 
1. Kelola pajak  
Kelola pajak adalah pengelolaan pajak yang dilakukan wajib pajak 
dengan baik, benar, efektif, dan efisien mulai dari perencanaan, 
implementasi, pengendalian, serta evaluasi sesuai ketentuan 
Perundang-Undangan perpajakan, sehingga pembayaran pajaknya 
minimal dan kepetuhan perpajakannya baik ( Liberti, 2014:48) 
2. Keuangan pajak 
Keungan pajak adalah pengelolaan dana atau uang yang tersedia dalam 
keuangan masyarakat atau wajib pajak untuk melaksanakan 
pemenuhan kewajiban perpajakannya berupa pembayaran pajak. 
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3. Informasi dan komunikasi perpajakan 
a. Informasi perpajakan adalah keterangan, pernyataan, gagasan, atau 
simbol-simbol yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, 
fakta, maupun penjelasan mengenai perpajakan yang dapat dilihat, 
dibaca, serta didengar yang disajikan dalam berbagai kemasan dan 
format sesuai dengan perkembangan media serta teknologi informasi 
dan komunikasi, baik secara elektronik ataupun non-elektronik 
mengenai pajak. 
b. Komunikasi perpajakan adalah suatu proses permintaan dan/atau 
penyampaian pesan dan informasi mengenai perpajakan dari 
masyarakat atau wajib pajak kepada pihak lainnya, atau sebaliknya, 
dengan menggunakan sebagai media yang ada. 
4. Peraturan pajak 
Peraturan pajak adalah setiap peraturan atau ketentuan di bidang 
perpajakan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berwenang 
mengatur tentang pajak. 
5. Dokumen pendukung perpajakan 
Dokumen pajak adalah segala sesuatu yang dibuat atau diterima wajib 
pajak, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya yang dapat 
dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan perpajakan. 
6. Organisasi perpajakan 
Organisasi perpajakan adalah unit yang ada dalam organisasi wajib 
pajak yang dijalankan oleh orang untuk melaksanakan tugas, fungsi, 
wewenang, dan tanggung jawab di bidang perpajakan serta 
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hubungannya dengan unit lain dalam rangka mencapai pengelolaan 
pajak yang baik dan benar. 
7. Sumber daya manusia perpajakan 
Sumber daya manusia perpajakan adalah setiap orang yang bekerja 
atau melaksanakan tugas di bidang perpajakan, baik secara langsung 
ataupun tidak langsung menangani perpajakan  untuk keperluan 
perpajakan diri sendiri ( pribadi ) serta untuk keperluan perpajakan pihak 
lain. 
II.4 Pajak Daerah 
Berdasarkan wewenang pemungutnya pajak dibedakan menjadi  2 yaitu 
pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut 
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, 
sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
untuk membiayai pembanguna daerah. 
Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 
pasal 1 ayat (10) tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak  Daerah yang  
selanjutnya  disebut  Pajak,  adalah kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang  
terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  
Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  
digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Pajak Daerah menurut Kesit (2005:2) adalah pungutan wajib atas orang 
pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 
II.4.1 Jenis - Jenis Pajak Daerah 
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis – jenis pajak 
daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 
1.  Jenis Pajak Provinsi  
a. Pajak Kendaraan Bermotor; 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
d. Pajak Air Permukaan; dan 
e. Pajak Rokok. 
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota 
a. Pajak Hotel,  
b. Pajak Restoran,  
c. Pajak Hiburan,  
d. Pajak Reklame,  
e. Pajak Penerangan Jalan,  
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,  
g. Pajak Parkir,  
h. Pajak Air Tanah,  
i. Pajak Sarang Burung Walet,  
j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan  
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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II.4.2 Tarif Pajak Daerah 
Pada undang – undang nomor 28 tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif 
pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis 
pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana di 
bawah ini: 
1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh 
persen), dengan perincian: 
a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi 
kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua 
persen) 
b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi 
kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara 
progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) 
c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan 
umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga 
sosial dan keagamaan, pemerintah /tni/polri, pemeritah daerah, dan 
kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan 
paling tinggi sebesar 2% (dua persen) 
d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat 
berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol 
koma dua persen) 
2. Tarif Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20% 
(duapuluh persen) dengan perincian : 
a. Tarif Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor untuk penyerahan 
pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) 
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b. Tarif Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua 
dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1% (satu persen) 
3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 
10% (sepuluh persen) 
4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh 
persen) 
5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) 
6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) 
7. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) 
8. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) 
9. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) 
10. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh 
persen) 
11. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi 
sebesar 25% (dua puluh lima persen) 
12. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) 
13. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh 
persen) 
14. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 
(sepuluh persen) 
15. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ditetapkan 
paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) 
16. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling 




II.5 Pajak Kendaraan Bermotor  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, Pajak 
Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 
kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda 
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga 
gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.   
Pemungutan Pajak kendaraan bermotor  yang telah berlangsung saat ini 
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 
Tentang Pajak Daerah . Selain itu, penerapan pajak kendaraan bermotor pada 
suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang 
bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis 
pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah 
provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang 
pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah 
tentang pajak kendaraan bermotor pada provinsi dimaksud. 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sejak 1 januari 2010 
membuat pemerintah provinsi harus membuat peraturan daerah yang baru 
tentang pajak kendaraan bermotor yang akan diberlakukan pada suatu provinsi 
sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada provinsi 
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tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Pasal 8 Ayat (5), hasil 
penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar paling sedikit sepuluh persen, 
termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk 
pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana 
transportasi umum. Hasil ini dikenal sebagai earnmarking, yaitu suatu kewajiban 
pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak 
daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara 
langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. 
Earmarking dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara 
bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan 
clean government. 
II.5.1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor 
Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan 
kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda 
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi  tenaga 
gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 
Dalam peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor, pengertian 
kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi 
kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah 
provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan 
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bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari 
berturut-turut, alat-alat berat dan alat-alat besar serta jenis kendaraan darat 
lainya, seperti kereta gandeng.  
II.5.2 Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor 
Pada pajak kendaraan bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau 
penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-
Undanng Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat (3), dikecualikan dari pengertian 
kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek 
pajak pajak kendaraan bermotor adalah : 
a. Kereta api 
b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 
pertahanan dan keamanan negara 
c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, 
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-
lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak 
dari pemerintah pusat 
d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah 
Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian 
kendaraan bermotor yang dapat diterapkan dalam peraturan daerah antara lain 
sebagaimana di bawah ini : 
a. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi 
yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat. 
b. Kepemillikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh bumn yang 
digunakan untuk keperluan keselamatan. 
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c. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau 
milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk di jual, 
dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas. 
d. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang 
berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari. 
e.  Kendaraaan pemadam kebakaran. 
f. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara 
II.5.3 Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor 
Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang 
memiliki dan atau menguasai kendaraan bemotor (pasal 4 ayat (1) UU No 28 
Tahun 2009). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan atau 
menguasai adalah sebagai berikut: 
1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor 
2. Subjek pajak memilki  dan menguasai kendaraan bermotor atau 
3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor 
Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib 
pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan pajak 
kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor 
menurut pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau 
badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan pasal 4 ayat (1) UU 
Nomor 28 Tahun 2009  dengan pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009, 
ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak 
kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau 
kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor. Apabila subjek pajak 
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kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai 
pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak  termasuk ke dalam pengertian wajib 
pajak kendaraan bermotor. Dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan 
bermotor karena tidak dapat ditingkatkan dari subjek pajak kendaraan bermotor 
menjadi wajib pajak kendaraan bermotor.  
II.5.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor  
Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 
dua unsur pokok, yaitu : 
a. Nilai jual kendaraan bermotor ( NJKB ), dan 
b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan 
atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan . 
Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, 
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar 
pengenaan PKB adalah NJKB. NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran 
umum atas suatu kendaraan bermotor. NJKB dapat ditentukan berdasarkan 
sebagian atau seluruh faktor-faktor, sebagai berikut : 
a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga 
yang sama 
b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi 
c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang 
sama 
d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan 
bermotor yang sama 
e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor 
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f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis 
g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor 
Barang (PIB) 
Menurut Peraturan  Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2010 
Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam 
pasal 6, sebagai berikut : 
1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian 
dari 2 (dua) unsur pokok : 
a.  Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan 
b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan 
dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan 
bermotor. 
2. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, 
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di atas air, 
dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah Nilai Jual 
Kendaraan Bermotor. 
3. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung 
berdasarkan faktor-faktor: 
a.  Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, 
dan berat kendaraan bermotor; 
b.  Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut 
solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar 
lainnya; dan jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin 
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kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak 
tau 4 tak, dan isi selinder. 
4.  Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam 
koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1(satu), dengan 
pengertian sebagai berikut: 
a.  Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau 
pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor 
tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan 
b.  Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan 
bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. 
5. Nilai Jual kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran 
Umum atas suatu kendaraan bermotor. 
6. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 
harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. 
7. Nilai Jual Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama 
bulan Desember tahun pajak sebelumnya. 
8. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak 
diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan 
sebagian atau seluruh faktor-faktor: 
a.  Harga kendaraan bermotor dengan isi selinder dan/atau satuan 
tenaga yang sama; 
b.  Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi; 




d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan 
bermotor yang sama; 
e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor; 
f.  Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan 
g.  Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan 
Impor Barang (PIB). 
9. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 
(5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang 
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri. 
10. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun. 
II.5.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1), 
berdasarkan tarif pajak kendarann bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi 
ditetapkan sebagaimana di bawah ini: 
a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 
1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) 
b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif 
dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua 
persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk 
kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda 
kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih. Sebagai 
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contoh orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor 
roda dua , satu kendaraan roda tiga, dan satu kendaraan roda empat, 
masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga 
tidak dikenakan pajak progresif. 
c. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau 
alamat yang sama. 
Selanjutnya, pada pasal 6 ayat (2-4) ditentukan bahwa tarif pajak 
kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, 
pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, 
pemerintah/tni/polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan 
dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima 
persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Adapun tarif pajak 
kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 
ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi 
sebesar 0,2% (nol koma dua persen). 
Sedangkan tarif pajak menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan Pajak 
Kendaraan Bermotor Dalam Pasal 7, sebagai berikut: 
1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut : 
a. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebesar 1,5% (satu koma 
lima persen). 
b.  Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2.5 % (dua 
koma lima persen). 
c. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 3.5 % (tiga 
koma lima persen). 
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d. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 4.5 % 
(empat koma lima persen) 
e. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya 
sebesar 5.5 % (lima koma lima persen) 
2. Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d dan huruf e, dikenakan pada kendaraan bermotor milik 
orang pribadi. 
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum sebesar 1 % (satu persen). 
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Ambulans sebesar 0.5 % (nol koma 
lima persen). 
5. Tarif pajak kendaraan bermotor pemadam kebakaran sebesar 0.5 % 
(nol koma lima persen). 
6. Tarif pajak kendaraan bermotor sosial keagaaan , lembaga sosial dan 
keagamaan sebesar 0.5 % (nol koma lima persen). 
7. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pemerintah pusat/pemerintah daerah 
provinsi, kabupaten/kota/TNI/ POLRI sebesar 0.5 % (nol koma lima 
persen). 
8. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 
ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).  
II.5.6 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor  
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2010 
Tentang Pajak Daerah Untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam 
Pasal 8, sebagai berikut: 
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Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9). 
 
 
II.6 Kepatuhan Perpajakan 
Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan 
perpajakan berarti patuh atau tunduk untuk melaksanakan ketentuan perpajakan 
(Liberti, 2014:245). Kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan 
merupakan salah satu ukuran kinerja wajib pajak di bawah pengawasan 
Direktorat Jendral Pajak. Artinya, tinggi rendahnya epatuhan wajib pajak akan 
menjadi dasar pertimbangan Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan 
pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap wajib pajak. 
Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan melaksankan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan 
perpajakan. Menurut Chaizi Nassucha, kepatuhan wajib pajak dapat di 
definisikan dari:  
a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri  
b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan  
c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang 
d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan 
Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam 
melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan 
Perundang-Undangan perpajakan. Wajib pajak patuh artinya taat dan patuh 
Pajak terutang = tarif pajak X dasar pengenaan pajak 
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dalam melaksanakan wajib pajak dengan tepat waktu dalam membayar pajak 
serta tidak mempunyai tunggakan pajak. 
II.7 Kerangka Pikir 
Pemungutan pajak Official Assesment System  adalah suatu sistem 
pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Maka kerangka 
pemikiran yang digunakan dengan melihat empat pendakatan yang dikemukakan 
oleh Robbins untuk mengukur efektivitas yaitu pendekatan pencapaian tujuan, 
pendekatan sistem, pendekatan konstituensi-strategis, dan pendekatan nilai-nilai 
bersaing maka pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas 
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pendekatan teori sistem. Kerangka 
pemikiran digambarkan secara sederhana sebagai berikut : 




















 Wajib pajak terdaftar 







 Pajak terbayar 





III.1. Pendekatan  Penelitian 
Dalam  penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana 
dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau 
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan 
penulis untuk mendapat data yang obejktif dalam rangka mengetahui dan 
memahami Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor 
Bersama Samsat Polewali Mandar .  
III.2. Tipe Penelitian 
Tipe Penelitian ini  adalah penelitian deskriptif yang berupaya 
menggambarkan secara umum tentang masalah yang diteliti mengenai 
Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat 
Polewali Mandar . Menurut Sugiyono (2013:11) penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu 
variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 
menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain. 
III.3. Unit Analisis 
 Unit analisis dalam penelitian  ini adalah Kantor Bersama Samsat 
Polewali Mandar yang berfokus pada pegawai/aparat yang terlibat dalam 




III.4 Narasumber Atau Informan 
Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang yang 
berwenang dalam memberikan informasi mengenai Efektivitas Pemungutan 
Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar, yaitu : 
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
2. Bagian pengelolaan data 
3. Wajib pajak 
III.5 Sumber Data 
Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini 
dibedakan atas dua jenis yaitu: 
1. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh penulis dengan terjun 
langsung ke objek penelitian dalam hal ini melakukan wawancara dan 
observasi ke Kantor Samsat Polewali Mandar. 
2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen-
dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
III.6 Lokasi penelitian  






III.7 Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah ada data primer dan 
data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder penulis 
menggunakan pengumpulan data yaitu : 
1. Wawancara 
Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh pihak yang berwenang 
memberikan informasi mengenai pemungutan pajak kendaraan 
bermotor. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan  yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 
mengetahui hal-hal dari responden  yang lebih mendalam dan jumlah 
respondennya sedikit/kecil (Sugiyono 2013:157). 
2. Observasi  
Menurut Sutrisno Hadi (Sugiyono 2012:197) mengemukakan bahwa 
observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 
tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara 
yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam 
hal ini observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses 
pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat 
Polewali Mandar. 
III.8 Teknik Analisis Data 
 Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan 
deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang dilakukan 
dengan cara menggambarkan fakta atau keadaan yang terjadi di lapangan atas 
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suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan informasi dari pihak 
berwenang melalui wawancara, pengamatan langsung di lapangan serta laporan 
yang berhubungan langsung dengan peneitian ini. Dari hasil tersebut kemudian 
diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap 
permasalahan yang diajukan. 
III.9 Fokus Penelitian 
Penelitian ini akan difokuskan pada Efektivitas Pemungutan Pajak 
Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar yang dapat 
dilihat dari pendekatan teori sistem dimana input terdiri dari jumlah kendaraan 
bermotor dan wajib pajak terdaftar, proses dilihat dari alur pembayaran pajak 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
IV.1.1 Selayang Pandang Kabupaten Polewali Mandar 
Bertolak dari semangat “Allamungan Batu di Luyo” yang mengikat Mandar 
dalam perserikatan “Pitu Baqbana Binanga dan Pitu Ulunna Salu” dalam sebuah 
muktamar yang melahirkan “Sipamandar” (saling memperkuat) untuk bekerja 
sama dalam membangun Mandar, dari semangat inilah maka sekitar tahun 1960 
oleh tokoh masyarakat Mandar yang ada di Makassar yaitu antara lain : H. A. 
Depu, Abd. Rahman Tamma, Kapten Amir, H. A. Malik, Baharuddin Lopa, 
SH. dan Abd. Rauf mencetuskan ide pendirian Provinsi Mandar bertempat di 
rumah Kapten Amir, dan setelah Sulawesi Tenggara memisahkan diri dari 
Provinsi Induk yang saat itu bernama Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara 
(Sulselra). 
Ide pembentukan Provinsi Mandar diubah menjadi rencana pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan ini tercetus di rumah H. A. Depu di Jl. 
Sawerigading No. 2 Makassar, kemudian sekitar tahun 1961 dideklarasikan di 
Bioskop Istana (Plaza) Jl. Sultan Hasanuddin Makassar dan perjuangan tetap 
dilanjutkan sampai pada masa Orde Baru perjuangan tetap berjalan namun 
selalu menemui jalan buntu yang akhirnya perjuangan ini seakan dipeti-es-kan 
sampai pada masa Reformasi barulah perjuangan ini kembali diupayakan oleh 
tokoh masyarakat Mandar sebagai pelanjut perjuangan generasi lalu yang 
diantara pencetus awal hanya H. A. Malik yang masih hidup, namun juga telah 
wafat dalam perjalanan perjuangan dan pada tahun 2000 yang lalu 
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dideklarasikan di Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 jiwa di Galung 
Lombok kemudian dilanjutkan dengan Kongres I Sulawesi Barat yang 
pelaksanaannya diadakan di Majene dengan mendapat persetujuan dan 
dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Kab. Mamuju, Kab. Majene dan Kab. 
Polmas. 
Tuntutan memisahkan diri dari Sulsel sebagaimana di atas sudah dimulai 
masyarakat di wilayah Eks Afdeling Mandar sejak sebelum Indonesia merdeka. 
Setelah era reformasi dan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 kemudian 
menggelorakan kembali perjuangan masyarakat di tiga kabupaten, 
yakni Polewali Mamasa, Majene, dan Mamuju untuk menjadi provinsi. 
Sejak tahun 2005, tiga kabupaten (Majene, Mamuju dan Polewali-Mamasa) 
resmi terpisah dari Propinsi Sulawesi Selatan menjadi Propinsi Sulawesi Barat, 
dengan ibukota Propinsi di kota Mamuju. Selanjutnya, Kabupaten Polewali-
Mamasa juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah (Kabupaten 
Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa). Untuk jangka waktu cukup lama, 
daerah ini sempat menjadi salah satu daerah yang paling terisolir atau yang 
terlupakan di Sulawesi Selatan. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, 
yang terpenting: Jaraknya yang cukup jauh dari ibukota propinsi (Makassar); 
kondisi geografisnya yang bergunung-gunung dengan prasarana jalan yang 
buruk; mayoritas penduduknya (etnis Mandar, dan beberapa kelompok sub-etnik 
kecil lainnya) yang lebih egaliter, sehingga sering berbeda sikap dengan 
kelompok etnis mayoritas dan dominan (Bugis dan Makassar) yang lebih 
hierarkis (atau bahkan feodal). 
Pada awal tahun 1960an, sekelompok intelektual muda Mandar pimpinan 
almarhum Baharuddin Lopa (Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada masa 
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pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, 1999-2000, dan sempat menjadi 
ikon nasional gerakan anti korupsi karena kejujurannya yang sangat terkenal) 
melayangkan “Risalah Demokrasi” menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap 
beberapa kebijakan politik Jakarta dan Makassar; serta Fakta sejarah daerah ini 
sempat menjadi pangkalan utama “tentara pembelot” (Batalion 710 pimpinan 
Kolonel Andi Selle), pada tahun 1950-60an, yang kecewa terhadap beberapa 
kebijakan pemerintah dan kemudian melakukan perlawanan bersenjata terhadap 
Tentara Nasional Indonesia (TNI); selain sebagai daerah lintas-gunung dan 
hutan untuk memperoleh pasokan senjata selundupan melalui Selat Makassar- 
oleh gerilyawan Darul Islam (DI) pimpinan Kahar Muzakkar yang berbasis utama 
di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Enrekang di sebelah timurnya. 
Pembentukan daerah kabupaten baru di wilayah Sulawesi Barat masih 
dalam proses dan dalam prosesnya masih sering diiringi oleh permasalahan-
permasalahan yang merupakan efek penyatuan pendapat yang belum memiliki 
titik temu. Dalam konteks Kabupaten Polewali Mandar, sebelum daerah ini 
bernama  Polewali Mandar, daerah ini dulunya bernama  Kabupaten Polewali 
Mamasa disingkat Polmas yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959 
yang secara administratif pada saat itu berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi 
Selatan . Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa 
sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Polewali Mamasa pun diganti menjadi 
Polewali Mandar. Nama Kabupaten ini resmi digunakan dalam proses 
 administrasi Pemerintahan  sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan 
dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2005 tanggal 27 Desember 




Pada masa penjajahan, wilayah Kabupaten Polewali Mandar adalah bagian 
dari 7 wilayah pemerintahan yang dikenal dengan nama Afdeling Mandar yang 
meliputi empat onder afdeling, yaitu: 
1. Onder Afdeling Majene beribukota Majene; 
2.  Onder Afdeling Mamuju beribukota Mamuju; 
3.    Onder Afdeling Polewali beribukota Polewali; 
4.   Onder Afdeling Mamasa beribukota Mamasa. 
Onder Afdeling Majene, Mamuju, dan Polewali yang terletak di sepanjang 
garis pantai barat pulau Sulawesi mencakup 7 wilayah kerajaan (Kesatuan 
Hukum Adat) yang dikenal dengan nama Pitu Baqbana Binanga (Tujuh Kerajaan 
di Muara Sungai) meliputi: 
1. Balanipa di Onder Afdeling Polewali; 
2. Binuang di Onder Afdeling Polewali; 
3.  Sendana di Onder Afdeling Majene; 
4.  Banggae/Majene di Onder Afdeling Majene; 
5.    Pamboang di Onder Afdeling Majene; 
6.   Mamuju di Onder Afdeling Mamuju; 
7.   Tappalang di Onder Afdeling Mamuju. 
Sementara Kesatuan Hukum Adat Pitu Ulunna Salu (Tujuh Kerajaan di 
Hulu Sungai) yang terletak di wilayah pegunungan berada di Onder Afdeling 
Mamasa, yang meliputi: 
1. Tabulahan (Petoe Sakku); 
2.  Aralle (Indo Kada Nene); 
3. Mambi (Tomakaka); 
4. Bambang (Subuan Adat); 
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5.   Rantebulahan (Tometaken); 
6.  Matangnga (Benteng); 
7. Tabang (Bumbunan Ada). 
Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu diantara 5 (lima) Kabupaten 
 yang berada dalam wilayah  Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat 
 sendiri adalah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004.  Kabupaten ini merupakan 
hasil pemekaran ex-Daerah Swatantra (Afdeling) Mandar yang menjadi 3 
kabupaten atau daerah tingkat II, yang dimekarkan berdasarkan Undang Undang 
Nomor 29 Tahun 1959  yaitu: 
1. Kabupaten Majene, meliputi bekas Swapraja Majene, Swapraj 
Pamboang, dan Swapraja Cenrana (sendana); 
2. Kabupaten Mamuju, meliputi bekas Swapraja Mamuju dan Swapraja 
Tappalang; 
3. Kabupaten Polewali Mamasa, yang meliputi Swapraja Balanipa dan 
Swapraja Binuang yang termasuk dalam Onder Afdeling Polewali dan 
Onder Afdeling Mamasa. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan 22 Kabupaten/Kota Baru yang terbesar di seluruh wilayah provinsi, 
dua diantara kabupaten/kota itu adalah Kota Palopo dan kabupaten Mamasa. 
Mamasa merupakan hasil pemekaran dari Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, 
sehingga kedua onder afdeling Polewali dan Mamasa dimekarkan menjadi dua 





IV.1.2  Visi dan Misi Kabupaten Polewali Mandar 
Visi 
“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Polewali Mandar 
Bernafaskan Ajaran Agama dan Nilai-nilai Budaya Sipamandara”. 
Misi  
Untuk mewujudkan visi Kabupaten Polewali Mandar menuju kondisi 
yang diharapkan, maka ditetapkan misi sebagai berikut: 
1. Menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai acuan dan 
sumber kearifan dalam berintegrasi dengan tatanan kehidupan 
global; 
2. Melaksanakan agenda reformasi berdasarkan prinsip-prinsip 
demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas; 
3.  Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah yang bebas dari 
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme; 
4.  Penegakan supremasi hukum dan HAM untuk tumbuh dan 
berkembang kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan 
bernegara; 
5.  Pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana serta 
memaksimalisasi sektor-sektor unggulan dalam mengembangkan 
perekonomian masyarakat; 
6. Meningkatkan SDM dan pemberdayaan aparat dan masyarakat 




7. Mengaktualisasikan prinsip-prinsip kesetaraan dalam setiap bentuk 
kemitraan pembangunan serta menciptakan iklim yang kondusif 
untuk memacu kehidupan perekonomian daerah; 
8. Mengembangkan Kabupaten Polewali Mandar sebagai daerah 
agropolitan dalam mengantisipasi pasar global. 
IV.1.3 Keadaan Geografis 
Secara geografis Kabupaten Polewali Mandar terletak antara antara 
3º4’7,83”-3º32’3,79” Lintang Selatan dan 118º53’57,55” - 119º29’33,31” Bujur 
Timur dengan batas-batas  wilayah sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene 
Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari daerah pantai, dataran dan 
pegunungan. Daerah pantai terdapat di 27 desa (16,16 persen) sedangkan 
daerah dataran sebanyak 83 desa (49,70 persen). 
 
IV.1.4 Keadaan Wilayah 
Luas wilayah Polewali Mandar adalah 2.022,30 km2, dan secara 
administrasi kepemerintahan, Polewali Mandar terbagi menjadi 16 kecamatan. 
dengan 109 Desa dan 23 Kelurahan, sehingga jumlah total desa dan kelurahan 
yang ada yaitu 132. Dari 132 desa dan kelurahan yang ada tersebut terdapat 509 
dusun dan 107 lingkungan. Dari 16 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, 
ada 2 kecamatan yang memiliki desa dan kelurahan terbanyak, yaitu Kecamatan 
Campalagian dan Kecamatan Wonomulyo yang masing-masing terdiri dari 14 
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desa dan kelurahan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai jumlah desa dan 
kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Matangnga yang hanya memiliki 4 
desa dan kelurahan. 
Diantara 16 Kecamatan di Kabupaten Polman, Ibukota Kecamatan yang 
letaknya terjauh dari Ibukota Kabupaten adalah Ibukota Kecamatan Tubbi 
Taramanu ( Taramanu) yaitu sejauh 72 Km sementara Kecamatan Polewali 
adalah merupakan Ibukota Kabupaten, dan setelah itu Ibukota Kecamatan yang 
terdekat dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Anreapi yang berjarak 5 Km 
dari Polewali (www.polewalimandarkab.bps.go.id)    
 
IV.1.5 Keadaan Penduduk  
Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu Kabupaten yang ada di 
provinsi Sulawesi Barat  dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2014 
sebanyak 417,472 orang, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 203,981 
orang dan penduduk perempuan 213,491 orang dengan laju pertumbuhan 
penduduk sebesar 1,29 persen.(www.polewalimandarkab.bps.go.id)  




Sebelum terbentuknya Samsat ada tiga instansi yang mewakili 
departemennya didalam memungut/mengelola administrasi surat-surat 
kendaraan bermotor. Pajak dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Barat, pemberian nomor kendaraan bermotor dan pengeluaran STNK 
ditangani oleh Kepolisian, sedangkan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 
Lintas Jalan oleh Instansi Asuransi Jasa Rahaja. Dari ketiga lembaga yang 
mengelola dalam satu objek secara terpisah, sehingga mengakibatkan tidak 
adanya keseragaman dalam sistem pemungutan, administrasi dan kerja sama 
dalam kebijaksanaan pungutan pajak dan kecelakaan lalu lintas jalan. Pada 
waktu itu masa berlakunya Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) selama 
lima tahun, tanpa ada penelitian ulangan setiap tahunnya. Di dalam 
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka, pemerintah membentuk 
suatu Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu atap yang disingkat dengan 
SAMSAT disinilah awal mulanya terbentuknya SAMSAT.  
Samsat merupakan suatu jawaban atas adanya kebutuhan demi 
terciptanya suatu sistem pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang efektif dan efisien, dimana 
jumlah kendaraan bermotor telah meningkat setiap tahunnya sehingga perlu 
usaha peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak dan bea balik 
nama kendaraan bermotor dan sebagai tindak lanjut untuk mengefektifkan 
pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1968 jo. IT Nomor 5 Tahun 1969 
tentang penyerahan pungutan Pajak Bea Balik Nama kendaraan bermotor 
kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1974, tentang pokok pemerintahan daerah, ditegaskan bahwa otonomi daerah 
harus dilaksanakan secara nyata dan tanggung jawab, dimana pemerintah 
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daerah berkewajiban mengurus rumah tangganya dengan sebaik- baiknya 
dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber daya yang ada, 
didalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga perlu diciptakan suatu 
sistem yang dapat menjamin pengelolaan keuangan yang bersumber dari Pajak 
kendaraan bermotor yang dikenal dengan nama Samsat. Secara kronologis 
terbentuknya Samsat dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan beberapa pertimbangan yang diuraikan diatas 
dikeluarkanlah surat keputusan bersama menteri antara Menteri 
Hankam-Pangab Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
Keputusan 1639/MK.IV/76. Nomor 3 I I tahun 1976,tanggal 28 
Desember 1976, tentang peningkatan kerja sama antara Pemerintah 
Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen 
Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat 
serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai Pajak 
kendaraan bermotor. Dalam salah satu alinea dari keputusan di atas 
ditetapkan: "menginstruksikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 
I seluruh Indonesia, Kepada Daerah Kepolisian Republik Indonesia dan 
Direktur Utama Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk 
melaksanakan keputusan bersama ini serta selanjutnya pedoman ini 
dituangkan dalam naskah kerja sama untuk mewu.judkan Sistem 
Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap. 
2. Untuk mewujudkan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
dengan surat keputusannya Nomor 60 tahun 1977, tanggal 17 februari 
1977 membentuk tim pembina peningkatan Pajak atas kendaraan 
bermotor yang terdiri atas: 
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a. Wakil dari Departemen Dalam Negeri  
b. Departemen Pertahanan dan Keamanan. 
c. Departemen Keuangan dan  
d. Departemen Perhubungan 
Tim ini mempunyai tugas antara lain : 
a. Merumuskan pedoman pelaksanaan keputusan dan petunjuk 
pelaksanaan surat keputusan bersama tiga menteri tersebut. 
b. Melaksanakan peninjauan ke daerah-daerah dalam rangka 
pembinaan dan hubungan dengan daerah.  
c. Mengelola dan menganalisa laporan dan data dari daerah. 
d. Memecahkan masalah yang dihadapi oleh daerah dalam 
pelaksanaan peningkatan Pajak kendaraan bermotor 
3. Selanjutnya dalam rangka efektif dan efesiensi pelaksanaan pemungutan 
pajak atas kendaraan bermotor dan bea balik Nama kendaraan bermotor 
dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, maka Menteri Dalam 
Negeri mengeluarkan surat edaran Nomor 16 tahun 1977, tanggal 28 Juni 
1977, tentang pedoman petunjuk pelaksanaan Sistem Administrasi 
Manunggal Dibawah Satu Atap dalam pengeluaran surat tanda 
kendaraan bermotor (PKB/ BBNKB) dan sumbangan wajib dana 
kecelakaan lalu lintas jalan. 
Dalam naskah kerja sama tersebut manual tujuan, asas, serta bentuk 
kerja sama dan lain-lain. Kerja sama berdasarkan asas otonomi dan 
Saling hormat menghormati. Tujuan kerja sama ini adalah: 
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a. Meningkatkan pelayanan terhadap pernilik kendaraan bermotor 
khususnya dalam pengurusan Surat Tanda Kendaraan Bermotor. 
(STNK) 
b. Meningkatkan Pendapatan Negara dan Pendapatan Provinsi Daerah 
Tingkat I Sulawesi Selatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) 
c. Mengamankan dan menertibkan pelaksanaan pungutan Pajak-Pajak 
daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana 
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk kerja sama ini 
diwujudkan dalam satu sistem Administrasi Satu Atap (One Line 
System Under One Roof Operation), yang pelaksanaannya 
membentuk/ mendirikan kantor bersama. 
Awal terbentuknya Kantor Samsat Polewali Mandar mencakup/membawahi  
wilayah Kabupaten Mamasa dan Polman sendiri namun setelah terjadi 
pemekaran antara  Kabupaten Mamasa dan Polman maka Kabupaten Mamasa 
memungut pajak kendaraannya sendiri. Pada tanggal 6 September 2007  
berdirilah Kantor Samsat Polewali Mandar yang bertugas memungut pajak 
kendaraan bermotor khusus di wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang 
berlokasi di JL.H.A. DEPU NO.151 Polewali. Dengan berdirinya Kantor Samsat 
Polewali Mandar akan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak 
kendaraan karena sebelumnya semua proses pembayaran pajak di lakukan di 
Kantor Samsat Majene yang cukup jauh  dijangkau oleh masyarakat yang berada 
di daerah Polewali. Kantor Samsat Polewali Mandar sendiri merupakan kantor ke 
4 yang berdiri di Sulawesi Barat . Awal berdirinya Kantor Samsat Polewali hanya 
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terdiri dari  satu seksi untuk jabatan stuktural dengan kepala UPTD H.Bachtiar, 
SE, MH. Namun, pada tahun 2012 terjadi perubahan jabatan struktural yang 
terdiri dari kepala UPTD, Sub.Bagian Tata Usaha, Seksi Pendataan dan 
Penetapan, Seksi Pembayaran dan Penagihan yang berlaku sampai saat ini. 
IV.1.7 Visi, Misi, dan Motto Kantor Samsat Polewali Mandar 
Visi 
 “Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Pengurusan Administrasi Dan 
Regident Kendaraan Bermotor Melalui Keterpaduan Pelayanan 
Polri,Pemda, Dan Jasa Raharja Pada Samsat ”. 
Misi 
1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi 
etika profesi 
2. Melaksanakan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat 
dan tepat 
3. Mewujudkan aparat pelaksana samsat yang bersih,jujur  dan cakap, 
bertanggungjawab serta profesonal 
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 
5. Penataan arsip kendaraan yang tertib untuk memudahkan identifikasi 
dan keamanan dokumen 
Motto 
“Kepuasan Masyarakat Dalam Penyelesaian Administrasi Kendaraan 




IV.1.8 Struktur Organisasi 








IV.1.9 Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Samsat 
Kantor bersama samsat merupakan tempat bernaungnya tiga instansi 
dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor 
di Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan melihat kembali aktivitas Samsat, 
maka sesungguhnya ada dua tujuan pokok yang menjadi fungsi dari Kantor 
bersama Samsat, yaitu: 
1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemilik 
kendaraan bermotor. 
2. Meningkatkan penerimaan daerah dan negara dari sektor perpajakan 






SEKSI PEMBAYARAN & 
PENAGIHAN 




Uraian tugas jabatan struktural pada Kantor Samsat Polewali Mandar: 
1. Kepala UPTD 
Kepala Unit Pelaksana Tehnik Dinas Mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas teknis operasional dinas dalam bidang pemungutan 
pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
2. Sub Bagian Tata Usaha 
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang ketata usahaan, 
menghimpun dan mengirimkan semua laporan secara berkala seluruh 
kegiatan unit pajak kendaraan bermotor dan melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas. 
3. Seksi  Pendataan dan Penetapan 
Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang pendaftaran, 
pendataan, dan penetapan Objek dan Subjek PKB, serta menyusun dan 
menyajikan data kendaraan yang akan berakhir masa pajaknya. 
4. Seksi Penagihan. 
Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai 
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang 
penagihan melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang 
pelayanan Pajak Daerah, membuat pembukuan data tunggakan pajak 
kendaraan bermotor (PKB), dan melakukan penagihan pasif terhadap 




IV.2 Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 
Sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor 
dialihkan ke pajak provinsi. Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor itu  
sendiri di lakukan di Kantor Bersama Samsat yang melibatkan tiga instansi 
pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. 
(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Kantor Samsat sendiri didirikan di 
setiap kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Salah satunya berada di 
Kabupaten Polewali Mandar. Kantor Samsat Polewali sendiri merupakan kantor 
Samsat ke 4 di Sulawesi Barat.  
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di 
Kantor Samsat Polewali  sudah sesuai dengan standar pelayanan artinya tata 
cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan garis kebijakan 
pemerintah yang telah ditetapkan. Dapat dilihat dari prosedur standar yang 
dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran 
pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang tertera dalam Notice Pajak/STNK, 
maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak 
kendaraan bermotor. 
Dan proses pembayaran PKB, pengesahan STNK dapat diselesaikan 
dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran. Pajak kendaraan 
bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 
(lima) tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan dengan saat 
pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).  
Namun dalam proses pemungutannya itu sendiri tentu memiliki banyak 
kendala yang dihadapi oleh Kantor Samsat Polewali. Oleh karena itu, untuk 
mengukur efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat 
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dapat dilakukan melalui pendekatan teori sistem dimana input terdiri dari wajib 
pajak terdaftar dan jumlah kendaraan bermotor , proses dilihat dari alur 
pembayaran pajak serta output berupa pajak yang terbayar dan pajak terutang. 
Dapat dilihat dari target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor 
Samsat Polewali  pada tabel di bawah ini: 
Tabel 1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
(Sumber: Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar) 
Dari hasil data yang diperoleh di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan 
pajak kendaraan bermotor di kantor samsat polewali mandar mengalami pasang 
surut karena pada tahun 2011-2012 target pencapaian hanya mencapai 91%, 
sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan yang signifikan yaitu 
penerimaan pajak kendaraan hanya mencapai 70% kemudian pada tahun 2014 
kembali naik menjadi 102%. Oleh karena itu, untuk mengefisienkan pemungutan 
pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat,  maka penagihan pajak kendaraan 
bermotor terhadap wajib pajak harus lebih diefektivkan lagi. Dan  berikut hasil 
wawancara dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Staf Pendataan dan Wajib 
Pajak dalam ini menyangkut pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam 
peningkatan pendapatan. 
Tahun Target Penerimaan Realisasi Persen (%) 
2011 Rp. 9,253,884,150 Rp. 8,397,119,994 91% 
2012 Rp. 10,300,928,929 Rp. 9,410,311,683 91% 
2013 Rp. 10,300,928,929 Rp. 7,230,313,279 70% 




a. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terdaftar 
Wajib pajak terdaftar merupakan masyarakat yang mendaftarkan 
kendaraan pribadinya di Kantor Samsat dan ini biasa dilakukan setiap 
pertama kali membeli kendaraan dan membuat STNK secara langsung 
masyarakat tersebut sudah terdaftar memiliki kendaraan. Berdasarkan 
data yang diperoleh dari Kantor Samsat, wajib pajak terdaftar setiap 
tahun mengalami peningkatan . Ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 
 
Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tahun 2011-2014 
NO TAHUN JUMLAH 
1 2011 60,890 
2 2012 66,604 
3 2013 78,342 
4 2014 85,977 
            (Sumber: Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar) 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak terdaftar terus 
mengalami peningkatan mulai dari tahun 2011 yang mencapai 60.890, 
lalu pada tahun 2012 naik menjadi 66,604, tahun 2013 mengalami 
peningkatan wajib pajak yang cukup signifikan mencapai 78,342 
kemudian pada tahun 2014 wajib pajak terdaftar mencapai 85,977. 
Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Samsat 
Polewali: 
“Wajib pajak terdaftar memiliki peran yang penting dalam 
penambahan pendapatan terutama dalam pajak kendaraan 
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bermotor. Jadi penting bagi wajib pajak untuk mendaftarkan diri 
terutama masyarakat yang memiliki kendaraan untuk segera 
mendaftarkan kendaraannya tersebut di Kantor Samsat sehingga 
target penerimaan pajak kendaraan bermotor bisa tercapai”.(07 
januari 2016) 
 
Lebih lanjut Kepala Bagian Tata Usaha menjelaskan bahwa: 
“Wajib pajak yang terdaftar itu sendiri merupakan masyarakat 
yang memliki kendaraan dengan kode DC dan telah terdaftar di 
kantor samsat polewali di luar dari kode itu berarti kendaran 
mereka tidak terdaftar ”.(07 Januari 2016) 
 
Hal ini juga sama yang dikatakan oleh salah satu Staf Bagian 
Pendataan bahwa: 
“Data wajib pajak terdaftar setiap tahun terus mengalami 
perubahan karena banyak masyarakat yang sudah memiliki 
kendaraan sendiri kemudian mendaftarkan kendaraannya di 
kantor samsat. Hal ini yang menjadi alasan kenapa setiap tahun 
wajib pajak terus mengalami peningkatan”( 07 Januari 2016) 
 
Dari penjelasan di atas penulis melihat bahwa wajib pajak terdaftar 
adalah mereka yang memiliki kendaraan dan sudah mendaftarkan 
kendaraannya di Kantor Samsat Polewali karena wajib pajak 
mempunyai peran yang penting untuk mengukur keefktifan pemungutan 
pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat sesuai yang dikatakan oleh 
Kepala Bagian Tata Usaha bahwa masyarakat yang memiliki kendaraan 
hendaknya segera mendaftarkan kendaraannya terutama mereka yang 
memliki kendaraan dengan kode DC sehingga semakin banyak wajib 
pajak terdaftar maka target penerimaan pajak kendaraan bermotor 
dapat tercapai dan pemasukan daerah juga bertambah. Dan juga 
Peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dapat kita lihat dari Tahun 
2011-2014 dimana pada tahun 2014 tercatat jumlah Wajib Pajak 
terdaftar mencapai 85,977, yang meningkat dari tahun sebelumnya. Dari 
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data tersebut dan informasi dari beberapa informan dapat kita simpulkan 
bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dirinya 
sebagai Wajib Pajak dari tahun ke tahun semakin membaik. 
b. Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar 
Jumlah kendaraan bermotor terdaftar yang ada di Polewali Mandar 
tentunya setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini tentunya 
disebabkan karena masyarakat ingin memiliki kendaraan sendiri 
sehingga jumlah kendaraan yang ada di polewali mandar terus 
mengalami peningkatan. Kendaraan bermotor itu sendiri di bagi menjadi 
tiga jenis yaitu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna hitam, 
merah dan kuning. Ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 





HITAM MERAH KUNING 
1 2011 58,033 1,522 1,335 60,890 
2 2012 63,606 1,593 1,405 66,604 
3 2013 75,211 1,705 1,426 78,342 
4 2014 82,735 1,778 1,464 85,977 
(Sumber: Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar) 
Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor terus 
mengalami peningkatan setiap tahunnya yang terdiri dari 3 jenis tanda 
nomor kendaraan bermotor yaitu hitam, merah dan kuning.Ini diperjelas 
oleh Kasubag Samsat Polewali mengatakan: 
“Setiap tahun jumlah kendaraan terdaftar yang berada di daerah 
Polewali Mandar terus mengalami peningkatan, itu diluar dari kode 
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tanda kendaraan bermotor untuk wilayah yang ada di Polewali 
baik yang tanda nomor kendaraan bermotor warna hitam, merah 
dan kuning semuanya terus meningkat.”(07 Januari 2016) 
 
Lebih lanjut Kasubag Samsat Polewali mengatakan bahwa: 
“Jenis kendaraan bermotor yang terdaftar sendiri didominasi 
dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna hitam 
karena masyarakat lebih cenderung ingin memiliki kendaraan 
pribadi dan juga banyak masyarakat kita yang memiliki kendaraan 
lebih dari satu sehingga jumlah kendaraan tersebut setiap tahun 
terus mengalami peningkatan.”(07 Januari 2016) 
 
 Hal ini dibenarkan oleh Staf Bagian Pendataan mengatakan bahwa: 
“jumlah kendaraan yang terdaftar di kantor samsat setiap tahun 
terus meningkat karena banyak masyarakat yang sudah memiliki 
kendaraan pribadi lalu mendaftarkannya di kantor samsat dan 
yang paling banyak itu tanda nomor kendaraan berwarna hitam 
yang terdaftar.”( 07 Januari 2016) 
 
 Dari penjelasan diatas penulis melihat bahwa jumlah kendaraan 
bermotor yang ada di Polewali Mandar terus mengalami peningkatan 
dapat dilihat pada tahun 2014 jumlah kendaraan yang ada di Polewali 
mencapai 85,977 unit. Sesuai dengan penuturan kedua informan diatas 
bahwa untuk jumlah kendaraan yang terdaftar tentunya setiap tahun 
meningkat ini disebabkan karena tingginya antusias masyarakat untuk 
memiliki kendaraan pribadi. 
IV.2.2 Proses  
a. Alur pembayaran pajak kendaraan 
Dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tentu ada prosedur/alur 
yang harus diikuti oleh masyarakat sehingga mereka bisa dilayani 
dengan cepat oleh pegawai samsat. Adapun alur tersebut dapat dilihat 









Dari alur di atas dapat dilihat bahwa wajib pajak yang memiliki 
kendaraan baru, dan ingin melakukan pergantian serta duplikat terlebih 
dahulu mereka harus mengisi formulir yang telah di sediakan sebagai 
data awal kendaraan tersebut dengan melampirkan identitas 
kepemilikan yaitu KTP selanjutnya dilakukan cek fisk untuk kendaraan 
dimana cek fisik ini berupa pemberian kode mesin yang setiap 5 tahun 
harus digosok setelah itu barulah berkasnya di bawa ke loket 
pendaftaran untuk diproses membayar pajak kendaraan. Berikut hasil 
wawanwara penulis dengan Kasubag Samsat” 
“Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan baru dan pertama kali 
ingin mendaftarkan kendaraannya mereka cukup mengisi formulir 
dan menyediakan KTP setelah itu kendaraan mereka dilakukan 
cek fisik.”(07 Januari 2016) 
 
Hal ini dbenarkan oleh Staf Bagian Pendataan bahwa: 
“Kami memberikan syarat yang mudah dan tidak berbelit-belit 
kepada masyarakat yang hendak mendaftakan kendaraan untuk 
pertama kali mereka cukup datang ke kantor dan mengisi formulir 
yang telah disediakan serta membawa KTP setelah itu kendaraan 




Kemudian penulis mencoba mewawancarai seorang wajib pajak Ibu I: 
“Dulu waktu saya pertama kali mendaftarkan kendaraan baru saya, 
saya datang ke kantor samsat lalu mengisi formulir yang telah 
disediakan dan juga saya melampirkan KTP saya setelah itu kendaraan 
saya di cek fisik dan kemudian di proses.”( 11 Januari 2016) 
 
Dari penuturan informan di atas penulis melihat bahwa syarat yang 
diberikan oleh kantor samsat untuk pendaftaran kendaraan baru tidak 
susah masyarakat cukup mengisi formulir dan membawa KTP sehingga 
hal ini mempermudah masyarakat yang hendak mendaftarkan 
kendaraannya pertama kali karena syarat yang mudah dan tidak 
berbelit-belit. 













Pada Gambar 4.2 merupakan alur untuk wajib pajak yang 
kendaraannya sudah terdaftar dan ingin membayar pajak kendaraan 
karena sudah jatuh tempo. Persyaratan yang harus dibawa pada saat 
pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Polewali 
adalah fotokopi KTP dan STNK. Setelah persyaratan lengkap, wajib 
pajak menyerahkan berkas tersebut pada loket pendaftaran untuk 
dilakukan pengecekan persyaratan dan identitas pemilik kemudian 
Pengesahan 








dan Identitas pemilik 
 
Wajib pajak:persyaratan 




dilakukan pengesahan lalu pengecekan kembali (korektor) setelah itu 
dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang. Hal ini seperti yang 
dikatakan oleh salah Satu Staf Bagian Pendataan bahwa: 
“Wajib pajak yang kendaraannya sudah terdaftar dan ingin 
membayar pajak kendaraan yang telah jatuh tempo cukup 
membawa fotokopi KTP dan STNK kemudian memberikan kepada 
pegawai melalui loket yang telah disediakan kemudian dilakukan 
penghitungan berapa pajak kendaraan yang harus di bayar”(07 
Januari 2016) 
 
Hal yang sama juga dikatakan oleh seorang wajib pajak Ibu M bahwa: 
“saya cukup membawa fotokopi KTP dan STNK lalu memberikan 
kepada pegawai melalui loket dan saya tinggal menunggu kurang 
lebih satu jam sampai giliran saya dipanggil apabila pajak 
kendaraan saya sudah dihitung dan sudah diperbaharui , 
kemudian saya membayarnya di kasir.(11 Januari 2016) 
 
Ini juga dipertegas oleh salah seorang wajib pajak lainnya oleh Bapak S 
mengatakan: 
“ bawa fotokopi KTP dan STNK dan meyerahkannya ke pegawai 
melalui loket sudah itu saya hanya menunggu sampai giliran saya 
dipanggil dan membayar tagihan pajak kendaraan di kasir dan 
selama prosesnya saya tidak menunggu terlalu lama kurang lebih 
satu jam pajak kendaraan motor saya telah di perbaharui.”(11 
Januari 2016) 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa prosedur yang 
ditetapkan oleh Kantor Samsat dalam pembayaran pajak  mudah dan 
tidak berbeli-belit sehingga wajib pajak mudah memahaminya dan 
penulis melihat bahwa dalam pelayanan pembayaran pajak sudah 
bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan 








a. Jumlah Kendaraan Terbayar  
Jumlah kendaraan terbayar merupakan kendaraan yang pajak 
kendaraannya telah dilunasi tepat waktu oleh wajib pajak/pemilik 
kendaraan. Berikut data kendaraan yang terbayar: 









(sumber: Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar) 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan  yang terbayar 
setiap tahunnya mengalami peningkatan . Jumlah kendaraan roda 2 
merupakan kendaraan yang paling banyak pemasukannya karena 
banyak masyarakat yang memiliki kendaraan roda 2 . Hal ini juga 
dibenarkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Samsat Polewali Mandar 
bahwa: 
“ Untuk  jumlah kendaraan terbayar itu sendiri merupakan wajib 
pajak yang tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotornya 





JENIS KENDARAAN  
JUMLAH R2 R4/R6 
1.  2011 37,016 2,787 39,803 
2.  2012 38,544 3,141 41,685 
3.  2013 38,593 3,278 41,871 
4.  2014 39,241 3,494 42,735 
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lunas itu terus meningkat dan yang paling banyak itu nak 
kendaraan roda 2 karena rata-rata masyarakat disini lebih banyak 
memiliki kendaraan roda 2. Tapi, itu nak untuk roda 4 dan roda 6 
meningkat terus juga setiap tahunnya.”( 07Januari 2016) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Staf Pendataan Kantor Samsat 
bahwa: 
“Kalau jumlah kendaraan terbayar itu sendiri nak merupakan wajib 
pajak yang tepat waktu membayar pajak kendaraannya makanya 
setiap tahun itu penerimaan pajak kendaraan yang terbayar terus 
mengalami peningkatan”.(07 Januari 2016) 
Kemudian penulis mencoba salah seorang wajib pajak Ibu S: 
“Saya datang kesini nak karena mau bayar pajak kendaraanku 
kebutalan jatuh tempo hari ini pembayarannya makanya saya 
datang ke kantor buat perbaharui pajak kendaraanku”.(11 Januari 
2016) 
Dari hasil di atas penulis melihat bahwa jumlah kendaraan yang 
pajaknya tebayar mengalami peningkatan baik dari kendaraan roda 2, 
roda 4 maupun roda 6. Sesuai dengan penuturan informan diatas bahwa 
kendaraan yang pajaknya sudah terbayar merupakan wajib pajak yang 
tepat waktu dalam membayar pajak kendaraannya. Oleh karena itu, waji 
pajak dihimbau untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu agar 
target penerimaan pajak kendaraan dapat tercapai. 
b. Jumlah Kendaraan Menunggak 
Banyaknya kendaraan yang menunggak disebabkan oleh wajib pajak 
yang lambat membayar pajak kendaraannya, sehingga dalam hal ini 
dilakukan pemberian bunga setiap bulannya ketika melakukan 
pembayaran pajak kendaraan yang sudah lewat dari tanggal yang 




Tabel 4.4 Jumlah Tunggakan Kendaraan Tahun 2011S/D 2014 
No Jenis Kendaraan Jumlah Kendaraan Rupiah 
1 R2 16,648 Rp 6,353,159,958 
2 R4 856 Rp. 1,612,594,229 
 Jumlah  17,504 Rp. 7,965,754,187 
 (sumber: Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar) 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa masih banyak waib pajak yang 
menunggak dalam membayar pajak kendaraannya dari tahun 2011-
2014 yang mana kendaraan yang pajaknya menunggak mencapai 
7,965,754,187. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian 
Tata Usaha Samsat mengatakan bahwa: 
“ masih banyak masyarakat yang menunggak atau lambat dalam 
pembayaran pajak karena banyak diantara masyarakat yang 
lokasi rumahnya jauh dari kantor samsat ada yang tinggal di 
pegunungan sampai di pelosot yang memerlukan waktu sampai 
berjam-jam bahkan lebih untuk sampai di kantor dalam membayar 
pajak sehingga mereka menunggak dalam pembayaran pajak 
dengan alasan tempat tinggal mereka jauh dari lokasi kantor 
samsat”(11 Januari 2016) 
Lanjut Kepala Bagian Tata Usaha menjelaskan: 
“ dalam hal ini pihak samsat sudah mengambil tindakan dengan 
memberikan denda sebesar 2 persen kepada wajib pajak yang 
lambat membayar pajak selain itu kami juga pernah melakukan 
upaya dalam memberikan surat penagihan pajak kepada wajib 
pajak yang sudah lama menunggak namun tidak ada hasil karena 
alasan masyarakat kendaraannya sudah di jual atau sudah ditarik 
oleh dialer dan untuk mendeteksi kendaraan tersebut butuh proses 
yang lama karena kendaraan tersebut bersifat bergerak sehingga 
dalam hal ini kesadaran masyarakatlah yang diperlukan untuk 




Hal yang sama juga diungkapkan oleh staf bagia pendataan bahwa: 
“ data wajib pajak yang banyak menunggak disebakan karena 
wajib pajak tidak tepat waktu membayar pajak dan juga dengan 
alasan tempat tinggal yanng jauh. Selain hal itu banyak wajib 
pajak yang tidak melaporkan kendaraannya apabila sudah 
berpindah tangan, seharusnya mereka segera melapor ke kantor 
samsat agar data mereka bisa diperbaharui.”(11 Januari 2016) 
Hal ini di dukung oleh beberapa wajib pajak dan salah satunya Ibu R  
yang menunggak pajak kendaraannya mengatakan bahwa: 
“saya lambat bayar pajak karena saya tinggalnya di gunung dan 
memerlukan waktu yang lama untuk sampai di sini dan saya juga 
sibuk berkebun sehingga tidak punya waktu untuk turun buat 
bayar pajak”.( 12 Januari 2016) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh seorang wajib pajak Bapak N  yang 
juga menunggak membayar pajak kendaraan bahwa: 
“saya sudah 3 bulan tidak bayar pajak karena saya sibuk dan juga 
lokasi kantor samsat jauh dari tempat tinggal saya yang ada di 
bulo’ perlu waktu hampir 2 jam untuk sampai di sini  makanya saya 
lambat bayar pajak”.( 12 Januari 2016) 
Dari penjelasan diatas yang diberikan oleh semua key informan, 
penulis melihat bahwa alasan utama masyarakat banyak yang 
menunggak bayar pajak karena tempat tinggal mereka yang jauh dari 
lokasi kantor samsat sehingga wajib pajak tidak tepat waktu melakukan 
pembayaran pajak kendaraan dan juga banyak masyarakat  yang tidak 
melaporkan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat apabila sudah 
berpindah tangan sehingga data yang ada di Kantor Samsat mengenai 
wajib pajak atas kepemilikan kendaraan yang menunggak bisa 
diperbaharui. Dari sini penulis melihat bahwa sebagian wajib pajak 
daerah Polewali Mandar masih kurang peka dalam hal ini  membayar 
pajak kendaraan tepat waktu sehingga dibutuhkan kesadaran  sendiri 
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bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu ketika 
sudah jatuh tempo. 
Dari indikator diatas yang digunakan untuk mengukur efektivitas 
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Polewali 
Mandar dengan menggunakan pendekatan teori sistem dimana input 
terdiri dari wajib pajak terdaftar dan jumlah kendaraan bermotor, proses 
dilihat dari alur pembayaran pajak serta output berupa pajak yang 
terbayar dan pajak terutang/menunggak, penulis beranggapan dari 
semua penjelasan diatas bahwa, pemungutan pajak kendaraan 
bermotor di kantor bersama samsat polewali mandar  sudah efektif 
meskipun ada kendala yang dihadapi oleh Kantor Samsat yaitu masih 
banyak  wajib pajak yang menunggak mulai dari 2011 sampai tahun 
2014. Oleh karena itu, kantor samsat perlu melakukan evaluasi terhadap 
wajib pajak yang menunggak dan kesadaran wajib pajak untuk 
membayar pajak kendaraan tepat waktu merupakan kunci utama 








V.1 KESIMPULAN   
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab 
sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak kendaraan 
bermotor di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar  sudah efektif  yang 
dapat diliat dari target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor 
mencapai 102% namun masih ada kendala yang dihadapi oleh Kantor 
Bersama Samsat Polewali Mandar yaitu masih rendahnya partisipasi wajib 
pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga 
masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak 
kendaraan motor. 
Oleh karena itu, perlu kesadaran dari masyarakat sendiri untuk 
membayar pajak kendaraan tepat waktu . Namun, dalam proses prosedur 
pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena tidak 
memerlukan waktu yang lama dalam pembaharuan pajak kendaraan 
bermotor itu sendiri . 
V.2 Saran 
Setelah memberikan kesimpulan dari semua penjelasan yang 
diberikan oleh kepala sub bagian beserta jajarannya dalam hal 
pemungutan pajak kendaraan bermotor, maka penulis memberika saran 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengurangi wajib pajak yang menunggak perlu dilakukan 
pos-pos pelayanan di daerah yang kurang terjangkau sehingga 
wajib pajak yang menunggak dapat berkurang. 
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2. Sebaiknya aparat pajak lebih aktif lagi dalam memberikan 
penyuluhan atau pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai 
pentingnya membayar pajak, juga bagi mereka yang belum 
mendaftarkan diri dan masih terlambat dalam membayar pajak. 
3. Perlu dilakukaan terobosan baru dalam hal fasilitas misalnya 
penyediaan mobil samsat keliling untuk menjangkau masyarakat 
yang ada di pegunungan dalam membayar pajak kendaraan 
sehingga wajib pajak yang menunggak bisa teratasi 
4. Kantor samsat harus lebih tegas dalam penagihan pajak kendaraan 
bermotor dengan memberikan surat penagihan pajak kepada wajib 







Bohari. 2012. Pengantar Hukum Pajak . Jakarta: PT .Rajagrafindo Persada 
Hasniati dan Baharuddin. Modul mata kuliah 2011. Teori organisasi. Makassar . 
Universitas Hasanuddin. 
Ibrahim Indrawijaya, Adam. 2010. Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi. 
Bandung: PT.Refika Aditama 
Lubis, Hari dan Huseini Martani. 1987. Teori Organisasi (Suatu Pendekatan 
Makro). Bandung: Ghalia Indonesia. 
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV.Andi Offset 
Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga 
Ratminto & Atik. 2006. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
Saidi, Muhammad Djafar. 2007. Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi. 
Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada 
Siahaan, Marihot P. 2013. Pajak Daerah & Retribusi Daerah: Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers,. 
Soetopo, Hendyat. 2010. Perilaku Organisasi. Bandung:Rosda. 
Sugiyono. 2012. Metode penelitian kombinasi. Bandung: CV. Alfabeta 
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta,. 
Suprihanto, john. 2003. Perilaku Organisasional Jilid I Edisi ke-1. Yogyakarta: 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN 
Steers, Richard M, Lyman W, Porter, Gregory A. Bigley, 1996. Motivation and 
Leadership at Work, McGraw-Hill International Edition 
Peraturan Perundang-Undangan 
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 
86 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi barat nomor 01 tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah 




Christian Tulak. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di 
Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Skripsi, Universitas 
Hasanuddin Makassar. 2012 
Ahmad affandi. Efektifitas Pelayanan Publik oleh Kantor Bersama SAMSAT 
Mojokerto melalui Samsat Link. Skripsi, Universitas Brawijaya Malang. 
2008 
Website 
www.polewalimandarkabbps.go.id (diakses pada tanggal 04/01/2016) 





















DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama    : Desak Widhiatuti 
TempatdanTanggalLahir : Polewali, 18 September 1994 
Alamat    : Jl. Biring Romang No.18 
 
Nama Orang Tua :  
Ayah : Dewa Made Darmalaksana 
Ibu  : Margaretha Ampulembang S.pd.Ing 
Riwayat Pendidikan Formal 
   SD : SDN 066 Pekkabatta (2000-2006) 
   SMP : SMPN 3 Polewali (2006-2009) 
   SMA : SMA Kristen Barana’ (2009-2012) 
PerguruanTinggi   : UniversitasHasanuddin,   Fakultas  Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu 
Administrasi Negara (2012-2016) 
 
  
90 
 
 
